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JPU Bantah Dakwaan Tidak Berdasar

BENGKULU - Jaksa penuntut
umum (JPU) Kejaksaan Megeri Mu-
komukno, membantah jika dakwaan
mereka terhadap 7 terdakwa dugaan
korupsi anggaran RSUD Mukomuko
tahun 2016-2021 tidak berdasar.

Hal ini disampaikan JPU Agrin
Nico, SH, MH dalam persidangan
di Pengadilan Negeri Tipikor Beng-
kulu, Selasa, 13 Agustus 2024, dengan
agenda Replik atau jawaban atas
eksepsi terdakwa.

“Kita masih pada dakwaan kita
untuk berkas dakwaan dan unsur
dakwaan itu sudah pas menurut
analisis kami,” ungkap Agrin yang
juga merupakan Kasi Pidsus Kejari
Mukomuko.

Pada perkara ini menurut Agrin,
bahwa jaksa sudah mencermati
narasi unsur pasal bahkan sampai
unsur tindakan. Semua itu sudah pas
berdasarkan teori unsur beracara.

“Kita masih pada dakwaan awal kita
dan tunggu petunjuk dari hakim saja,
mau seperti apa. Yang jelas kami per-
sonalia [PUyang mengumns perkara ini
masih tetap pada apa yang kami bawa
beberapa hari yang laly,” jelas Agrin.

Pada saat pembacaan Replik, JPU
memuat 3 unsur. Pertama menolak
dan menyatakan tidak dapat diterima
semua keberatan terdakwa atau pe-
nasihat hukum terdakwa.

Kedua JPU menyatakan Surat Da-
kwaan Penuntut Umum No, Reg.
Perkara: PDS-01/MM/04/2024 tang-
gal 12 Juli 2024 adalah sah dan telah
disusun secara cermat, jelas dan
lengkap serta memenuhi syarat sep-
erti yang diatur dalam Pasal 143 ayat
(2) KITHAP.

Ketiga melanjutkan pemeriksaan
perkara terhadap 7 terdawa yang
terlampir pada surat dakwan.

“Tiga unsur itu kami nyatakan
balasan dari jaksa untuk terdakwa,”
terang Agrin.

Terpisah Ketua Tim Penasihat
Hukum 7 terdakwa dugaan korupsi
pengelolaan keuangan RSUD Mu-

komuko, Hotma T. Sihombing, SH
mengatakan, pihaknya masih tetap
pada eksepsiyang telah disampaikan
beberapa waktu lalu.

“Kita masih dengan eksepsi kami
terhadap dakwaan jaksa,” ungkap
Hotma.

Saat ini baik PH maupun JPU masih
pada pendirian masing-masing. Mer-
eka menyerahkan pada hakim untuk
memurtuskan apakah perkara ini bisa
dilanjutkan atau tidak disidang.

Sementara itu terdakwa dalam
kasus ini yakni Mantan Direktur
2016-2020 Dr. Tugur Anjastiko.

Lalu mantan Bendahara Pengelu-
aran BLUD 2016-2019 Andi Fitriadi.

Mantan Kabid Pelayanan Medis
2017-2021 Hamowvi, Mantan Pember-
dayaan Verifikasi periode 2016-2021.
Khalik Noprianto.

Bendahara pengeluaran BLUD
2020-2021 Joni Mesra.

Mantan Kabid Keuangan Afridi-
nata dan Mantan Kabid pengeluaran
2016-2018 Herman Faizal.

Secara subsider Pada Pasal 3 Jo,
Pasal 18 ayat (1) hurufa, hurufb, ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang RI
Nomaor 31 Tahun 1999 Tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Rl Nomor 20 Ta-
hun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak
pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

Sedangkan secara Primair pada
pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Rl Nomor 20 Ta-
hun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum
Pidana.

Kerugian Negara dalam kasus ini
berdasarkan hitungan tim penyidik
Kejari Mukomuko melalui Auditor
Kejari Bengkulu sebanyak Rp4,48

miliar. (wjt)



